UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSY AWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk meaksanakan dan berpegang teguh pada Ketetapan Madis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1V/MPR/1978 tentang Garis-
garis Besar Haluan Negara dan Ketetapan Mgdis Permusaywaratan Rakyat Republik
Indonesa Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan Umum dipandang perlu
mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang
Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan PermusyawarataryPerwakilan Rakyat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, dengan
tujuan untuk menyempurnakannya sesuai dengan perkembangan keadaan,

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasd 1 ayat (2) Pasd 5 ayat (1), dan
Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rekyat Indonesa Nomor [I/MPR/ 1978
tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamdan Pancasila (Ekaprasetya
Pancakarsa);

Ketetapan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor
IV/WR/1978 tentang Garis-garis Besar Haluan Negarg;

Ketetapan Magdis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor
VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur Ke Dalam
Negara Kesatuan Republik 1ndonesia;

Ketetapan Magdis Permusyawaratan Rekyat Republik Indonesa Nomor
VII/MPR/ 1978 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota
anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Tahun
1969 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2914)jo. Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun
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Menetapkan :

1969 (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3063);

7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan
Madis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Pewekilan Rakyat dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2915) jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1975 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 (Lembaran
Negara Tahun 1975 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

8. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3037);

9. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3041);

10. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan
Karya (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3062);

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESA

MEMUTUSKAN :

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 1975.

Pasal 1

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum
Anggota-anggota Badan Permusyawaratar/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, diubah lagi sebagai berikut :

1

Pada Pasal 8 diantara ayat (4) dan ayat (5) disispkan ketentuan yang dijadikan ayat (4@) dan
aya (4b) yang berbunyi sebagal berikut :

(49)

(4b)

Di ddam Panitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat 1, Panitia
Pemilinan Daerah Tingkat 11, dan Panitia Pemungutan Suara diikutsertakan unsur
Partal Politik dan Golongan Karya sebagal Anggota

Pada Penitia Pemilihan Indonesia, Panitia Pemilinan Daerah Tingkat |, Penitia
Pemilihan Daerah Tingkat |1 dan Panitia Pemungutan Suara dibentuk Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum, yaitu Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum
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Pusat, Panitia Pengawas Pdaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat |, Panitia
Pengawas Pdaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat |1 dan Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan dengan ketentuan sebagai berikut :

a

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum Pusat, Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan  Umum Daerah Tingkat |, Panitia Pengawas
Pelaksanaan Pemilihan Daerah Tingkat 11 dan Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum Kecamatan masing-masing berturut-turut sesuai dengan
tingkatannya terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota dan seorang Wakil
Ketua merangkap Anggota yang dijabat oleh pgabat Pemerintah serta beberapa
orang Anggota yang diambilkan dari unsur Pemerintah, Partal Persatuan
Pembangunan, Partai Demokras Indonesa, Golongan Karya dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;

Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan  Umum  bertugas melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilinan Umum Anggota-anggota DPR,
DPRD | dan DPRD Il daam wilayah kerjanya masng-masing sesua dengan
tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pemilihan/Panitia
Pemungutan Suarayang bersangkutan;

Panitia Pengawas pdaksanaan Pemilihan Umum Kecamatan juga melakukan
pengawvasan terhadap pendaftaran pemilih dan penyampaian surat
pemberitahuan/panggilan, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.”

Ketentuan Pasd 8 ayat (7) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Lembaga Pemilihan Umum terdiri dari :

a

C.

Dewan Pimpinan yang diketua oleh Menteri Ddam Negeri dengan Anggota-
anggotanyaterdiri dari beberapa orang Menteri;

Dewan Pertimbangan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota yang dijabat
oleh seorang Menteri, empat orang Wakil Ketua merangkap Anggota dan beberapa
orang Anggota, yang di ambilkan dari Parta Persgtuan Pembangunan, Parta
Demokras Indonesa, Golongan Karya dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesig;

Sekretariat Umum yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Umum''.

Pada Pasal 8 diantara ayat (7) dan aya (8) digsipkan ketentuan yang dijadikan ayat (78) yang
berbunyi sebagal berikut :

lla

Tugas Dewan Pimpinan sebagal dimaksud daam ayat (7) addah

(i
(i)

menentukan garis-garis kebijaksanaan pelaksanaan Pemilihan Umum;
mengambil keputusan aas pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul yang
diberikan oleh Dewan Pertimbangan.
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10.

b. Tugas Dewan Pertimbangan sebagal dimaksud dadam ayat (7) addah memberikan
pertimbangan-pertimbangan dan usul-usul, baik atas permintsan Dewan Pimpinan
maupun aas prakarsa sendiri.”

Pada Pasal 8 ayat (10) di antara perkataan "ayat (4)" dan kata "diatur" disspkan perkataan
"dan ayat (4b)" sehingga ketentuan Pasal 8 ayat (10) berbunyi sebagai berikut :

"Susunan, tatakerja, pembentukan dan hal-hal lain mengena Lembaga Pemilihan Umum dan
Panitia-panitia tersebut dalam ayat (4) dan ayat (4b) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pada Pasal 10 di antaraayat (2) dan ayat (3) disspkan ketentuan yang dijadikan ayat (28) yang
berbunyi sebagal berikut :

"Seorang Warganegara Republik 1ndonesia yang setelah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata
tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimeksud dalam ayat (2), tidak dapat menggunakan
hak memilihnya."

Pada Bab V sebelum Pasd 14 ditambah ketentuan yang dijadikan Pasal 13a yang berbunyi
sebagai berikut :

Pemilihan Umum diikuti oleh 3 (tiga) organisas kekuatan sosia politik, yaitu Partal Persatuan
Pembangunan, Partai Demokras Indonesia, dan Golongan Karya'.

Ketentuan Pasd 15 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Yang mengajukan caon untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rekyat dadam Pemilihan
Umum adalah 3 (tiga) organisas sebagaimana dimaksud ddam Pasal 13a"

Ketentuan Pasd 17 ayat (3) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Daam mengajukan caon, organisas sebagaimana dimaksud dalam Pasdl 13 a, menyampaikan
surat-surat  keterangan dari masing-masing cadon, yang menyatekan bahwa syarat-syarat
sebagai calon telah dipenuhi.”

Ketentuan Pasd 19 ayat (2) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :
"Pengidan dan penyusunan urutan caon dalam daftar calon yang dimeksud pada ayat (1)
dilakukan oleh organisas yang berwenang menggukan calon termaksud.”

Pada Pasal 19 ayat (3) perkataan "organisad golongan politik/karyd' di antara kata "Antara’
dan kata "dapat” diganti dengan perkataan "3 (tiga) organisas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 134, sehingga Pasal 19 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

"Antara 3 (tiga) organisas sebagamana dimeksud ddam Pasd 13a dapat diadakan
penggabungan suaranya untuk diperhitungkan ddam pembagian kurd. Keinginan
penggabungan suara itu harus dinyatakan oleh organisas yang mengemukakan daftar calon di
dalam surat igan untuk pencalonan dan juga di dalam daftar calon yang bersangkutan.”
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13.

14.

15.

16.

Pada Pasal 19 ayat (4b) huruf b kata "memperbaikinya’ diganti dengan perkataan "membela
calon yang ditolak dan memperbaiki daftar caon", sehingga ketentuan Pasal 19 ayat (4b) huruf
b berbunyi sebagal berikut: "Pengduaran seorang calon dari daftar calon oleh Panitia Pemilihan
yang bersangkutan diberitahukan kepada organisas yang menggukan caon dengan diserta
dasannya, dan organisad tersebut diberi kesempatan untuk membela calon yang ditolak dan
memperbaiki daftar calon.”

Ketentuan Pasd 20 ayat (1) diganti dengan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

"Untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya ddam Pemilihan Umum 3 (tiga) organisas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13a mempunya kedudukan, hak dan kewgjiban yang sama
dalam melaksanakan kampanye Pemilinan Umum di ssluruh wilayah Indonesia.”

Pada Pasal 20 di antara ayat (1) dan ayat (2) digsipkan ketentuan yang dijadikan ayat (1 @)
terdiri dari huruf a dan huruf b yang berbunyi sebagai berikut :
"(1@a Dadam kampanye Pemilihan Umum dilarang mempersoakan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945;
b. Temakampanye Pemilihan Umum adaah program tigp organisas peserta Pemilihan
Umum yang berhubungan dengan Pembangunan Nasional.”

Pada Pasal 20 sesudah ayat (18) ditambahkan ayat (1b) yang berbunyi sebagai berikut :
"Ddam kampanye Pemilihan Umum di sduruh Indonesia rakyat mempunyai kesempatan dan
kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilinan Umum."”

Pasal 22 ayat (3) dihapus.

Pada Bab VIl sesudah Pasd 22 ditambah dengan ketentuan baru yang dijadikan Pasal 22a
terdiri dari 4 (empat) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

"(1) Organisas kekuatan sosd politik sebagamana dimeksud dalam Pasd 13a masing-
masng mengirimkan seorang wakilnya untuk menjadi saks dalam pemungutan suara
dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

(2) Seks-sks tersebut pada ayat (1) di ddam meakukan tugasnya merangkap sebagai
pengawas peaksanaan kegiatan Pemilihan Umum di tempat pemungutan suara dan
memula tugaslya sgak penyigpan tempat pemungutan Suara sampa dengan
pengiriman kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara.

(3) Saks/Pengawas secara organik masuk Keompok Penyelenggara Pemungutan Suara
dan menerima petunjuk tehnis dari Panitia Pengawas Peaksanaan Pemilihan Umum
Kecamatan.

(4) Peaksanaan pemungutan suara dan tatacara penghitungan suara diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.”
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17.

18.

19.

Pada Pasal 27 ayat (9) kata "penjard’ di antara kata "pidand’ dan kata "sdama-lamanya’
diganti dengan kata "kurungan', sehingga ketentuan Pasd 27 ayat (9) berbunyi sebaga
berikut :

"Seorang majikan yang tidek memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk
memberikan suaranya tanpa dasan bahwa pekerjaan daripada pekerja itu  tidak
memungkinkannya, dipidana dengan pidana kurungan selama:-lamanyatiga bulan.”

Pada Bab XII ditambah ketentuan yang dijadikan Pasd 29a terdiri dari 3 (tiga) ayat, yang

berbunyi sebagal berikut :

"(1) Mengingat keadaan dan perkembangan Proping Daerah Tingkat | Timor Timur, maka
cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Proping Daerah Tingkat | Timor Timur dapat
berbeda dengan di daerah-daerah lain dalam wilayah Republik Indonesia.

(2) Setelah dalam Proping Daerah Tingkat | Timor Timur dibentuk Daerah Tingkat |1
sesua dengan ketentuan Pasd 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, meka dengan mengingat keadaan dan
perkembangan daerahnya, pengaturan cara pelaksanaan Pemilihan Umum di Propind
Daerah Tingkat | Timor Timur dapat lebih disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan
Undang-undang Pemilinan Umum.

(3) Pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan ayat (2) lebih lanjut distur dengan Peraturan
Pemerintah.”

Pada Pasal 31 a ayat (1) perkataan "dimulai sampai dengan diresmikannya’ diganti dengan
perkataan "sampa dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-samd’,  sehingga
ketentuan Pasd 31aayat (1) berbunyi sebagal berikut :

"Penydenggaraan Pemilihan Umum menurut Undang-undang ini adalah sgak saat pendaftaran
pemilih sampai dengan pengambilan sumpah/janji secara bersama-sama keanggotaan Badan
Permusyawaratar/Perwakilan Rekyat."

Pasal 1

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-anggota Badan
Permusyawaratan / Perwakilan Rakyat setelah diubah yang pertama kali dengan Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1975 dan yang kedua kali dengan Undang-undang ini disusun dalam satu naskah oleh
Pemerintah dan salanjutnya tetap disebut Undang-undang Pemilihan Umum.

Pasal 111

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum
dan mula berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar stigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesa

Disahkan di Jekarta

Padatangga 20 Maret 1980
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jekarta

Pada tanggal 20 Maret 1980
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUDHARMONGO, SH.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1980 NOMOR 24
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PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1980
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1969 TENTANG
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA-ANGGOTA BADAN
PERMUSY AWARATAN/PERWAKILAN RAKYAT SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1975

UMUM.

Undang-undang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan
Umum Anggotaanggota Badan Permusyawaratar/Perwakilan Rakyat sebagamana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang dapat disebut Undang-undang Perubahan Kedua
Undang-undang Pemilihan Umum, didasarkan atas Ketetgpan Mgdis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 1V/MPR/1978 tentang Garis-garis Besar Hauan Negara dan Ketetapan
Maedis Permusyawaratan Rekyat Republik Indonesa Nomor VII/MPR/1978 tentang Pemilihan
Umum.

Undang-undang Perubahan Kedua Undang-undang Pemilihan Umum ini pada hakekatnya bermaksud
mengadakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975. Pada pringpnya perubahan-perubahan yang diadakan
itu tidak bergfat fundamental yang berarti tidek mengubah dasar pikiran, tujuan, asas dan dstim
Pemilihan Umum.

Tujuan diadakan perubahan itu addah untuk Iebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 15 Tahun
1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975, disesuaikan dengan
perkembangan, keadaan dalam bidang politik dan kenegaraan sehubungan dengan adanya kedua
Ketetapan Mgelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa tersebut serta sehubungan pula
dengan adanya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur Ke
Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesa dan Pembentukan Proping Daerah Tingkat | Timor Timur
yang dikukuhkan dengan Ketetapan Maelis Permusyawaratan Rakyat Republik 1ndonesa Nomor
VI/MPR/1978 tentang Pengukuhan Penyatuan Wilayah Timor Timur ke Dadam Negara Kesatuan
Republik Indonesa

Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan dimaksud addah antara lain

sebagai berikut :

a Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum oleh Presden/Mandataris, 3 (tiga) organisas
kekuatan sogal politik, yaitu Partal Persatuan Pembangunan, Partal Demokrasi Indonesia dan
Golongan Karya, di tingkatkan peranannya daam pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat.
Pusat sampai Dagerah yang diatur dengan Undang-undang Pemilinan Umum.

b. Bahwa dalam Propins Daerah Tingkat | Timor Timur diselenggarakan juga Pemilihan, namun
mengingat perkembangan keadaan di daerah tersebut mengenai hd-hd tertentu dapat diatur
tersendiri berdasarkan, ketentuan-ketentuan undang-undang Pemilihan Umum.

C. Bahwa menurut pengdaman ddam, pelaksanaan Undang-undang Pemilihan Umum Tahun
1977, tenyata antaa lan di  pelukan adanya pnyempurnsan  organisas
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penydenggaral/pdaksana Pemilinan Umum.

Perubahan-perubahan terhadap Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana tdah diubah
dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 yang diatur dalam Undang-undang ini dapat
dikelompokkan dalam 3 (tiga) hal pokok yaitu :

1

Perubahan terhadap Pasal 8, Pasdl 15, Pasd 19, Pasad 20 dan penambahan ketentuan yang
dijadiken Pasd 13a dan Pasd 22a pada hekekatnya merupakan pengaturan dalam
Undang-undang Pemilihan Umum untuk meningkatkan peranan Partai Politik dan Golongan
Karya di bidang pelaksanaan dan pengawasan dari tingkat Pusat sampai Daerah dalam rangka
penydenggaraan Pemilihan Umum dibawah pimpinan Presder’Mandataris MPR.

Pengaturan tersebut terutama mengenal pembentukan Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan
Umum Pusat, Panitia Pengawas Pdaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat |, Panitia
Pengawas Pdaksanaan Pemilihan Umum Daerah Tingkat |1 dan Panitia Pengawas Pelaksanaan
Pemilihan Umum Kecamatan yang anggota-anggotanya terdiri dari unsur Pemerintah, Parta
Persatuan Pembangunan, Partai Demokras Indonesia, Golongan Karya dan Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia, masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. Demikian
pula mengenai pemberian kesempatan bagi peserta Pemilihan Umum dalam pengisan dan
penyusunan urutan calon dalam daftar calon maupun untuk membela calon yang ditolak dan
memperbaiki daftar calon, serta mengenal pemberian kesempatan mengirimkan seorang
waktunya masing-masing sebaga sakg tidak sga ddam penghitungan suara dan penetapan
hasl Pemilihan umum, tetgpi juga daam pemungutan suara ditigp tempat pemungutan suara,
yang juga merangkap sebaga pengawas pelaksanaan kegiatan Pemilinan Umum ditempat
pemungutan suara dan memulal tugasnya sgak penyigpan tempat pemungutan Suara sampal
dengan pengiriman kotak suara kepada panitia Pemungutan Suara.

Dalam hal sakd tersebut berhalangan, maka organisas peserta Pemilihan Umum yang
bersangkutan dapat menunjuk penggantinya.

Setigp organisad  kekuatan sosid politik dapat menugaskan anggota-anggotanya  untuk
mengawas apakah surat pemberitahuarypanggilan sudah diterima oleh para Pemilih.

Dewan Pertimbangan L.P.U. akan senantiasa diminta pertimbangannya dalam mempersapkan
peraturan perundang-undangan yang menyangkut Pemilihan Umum yang diprakarsa oleh
L.P.U.

Pegawa Negeri Sipil yang dicdonkan oleh Partai Politik/Golongan Karya untuk keanggotaan
Badan Perwakilan Rakyat diatur sedemikian rupa sehingga pelaksanaan pencalonannya dapat
berjalan dengan sebaik-baknya sesua dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
bagi Pegawai Negeri Sipil.

Yang dimeksud dengan kedudukan, hak dan kewgiban yang sama daam melaksanakan
kampanye Pemilihan Umum sebagal dimaksud dalam Pasd 20 ayat (1) adalah, bahwa kepada
tigp organisas kekuatan sosid politik diberi kedudukan, kebebasan, kesempatan, perlakuan dan
pelayanan yang sama dalam meaksanakan kampanye serta kewgjiban yang sama untuk
mentaeti Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.

Yang dimeksud dengan "dilarang mempersoalkan Pancasla dan Undang-undang Dasar 1945
dalam kampanye Pemilihan Umum", adalah bahwa ddam kegiatan kampanye semua pihak
tidak boleh mempermasalahkan eksstens, menydewengkan, memutar balikkan arti dan i,
merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta membuat rakyat ragu-ragu
terhadagp kebenaran Pancadla dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya dalam
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melaksanakan Pemilihan Umum, semua pihek harus tetap berpedoman kepada Ketetapan
Meédis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesa Nomor 11/MPR/1978 tentang Pedoman
Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan tetap memedlihara
persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam menggunakan kesempatan dan kebebasan untuk menghadiri kampanye Pemilihan
Umum sebagai dimaksud dalam Pasal 20 ayat (Ib), semua fihak memperhatikan keamanan dan
ketertiban umum. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Anggota/Pengurus Partai Politik
/Golongan Karya dan atau yang dicaonkan untuk keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat
dapat melakukan kampanye Pemilihan Umum.

2 Penambahan ketentuan pada BAB XII yang dijadikan Pasad 29a adalah untuk mengadakan

ketentuan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenal pelaksanaan. Pemilihan Umum di
Proping Daerah Tingkat | Timor Timur.
Dengan memperhatikan keadaan serta perkembangan daerah dan masyarakatnya, adalah waar
bahwa dalam pelaksanaan Pemilinan Umum, Proping Daerah Tingkat | Timor Timur mendapat
pengaturan dan perlakuan tersendiri berdasarkan Undang-undang Pemilinan  Umum.
Pengaturan tersendiri tersebut adalah mengena cara pelaksanaan Pemilihan Umum, sedangkan
perlakuan tersendiri tersebut adaah mengena penentuan jumlah Anggota DPR yang dipilin
bagi Daerah Pemilinan Timor Timur yang tidak diambilkan dari jumlah Anggota DPR yang 360
(tigaratus enampuluh) orang yang dipilih bagi daerah-dagrah di luar Timor Timur, dan
pengaturannya diserahkan kepada Presiden.

3. Perubahan terhadap Pasal 10, Pasd 17, Pasd 18, dan Pasd 3la adaah penyempurnaan
pengaturan dalam Undang-undang Pemilihan Umum mengenal ha-hd sehubungan dengan
pengaaman dalam penydenggaraan Pemilinan Umum Tahun 1977.

Pengaturan tersebut mdiputi hal-hal sebagal berikut : penyempurnaan ketentuan bahwa
seseorang yang telah terdaftar dalam daftar pemilih dan kemudian sebelum menggunakan hak
memilihnya diketahui tidak lagi memenuhi persyaratan untuk dapatdidaftar sebagai pemilih,
ditentukan tidek dapat menggunakan hak memilihnya, memantapkan ketentuan mengena
tatacara pencalonan, serta mempertegas ketentuan bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum
yang dimula dengan pendaftaran pemilih berakhir sampai dengan kegiatan pengambilan
sumpalVjanji secara bersama-sama keanggotaan Badan Permusyawaratar/Perwakilan Rakyat.
Untuk menyatakan seseorang yang tdah terdaftar ddam daftar pemilih tidak diperbolehkan
menggunakan hak memililihnya sebagaimana dimaksud dalam Pasd 10 ayat(2a), diperlukan
keterangan dari pihek/indans yang berwenang, dan bagi yang sedang terganggu
jiwalingatannya didasarkan pada kenyataan keadaan orang yang bersangkutan pada saat
pemungutan suara dilaksanakan.

Y ang dimaksud dengan "tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana sekurang-kurangnya 5 tahun™
dalam Pasd 10 ayat (2) huruf ¢ dan Pasd 16 huruf f adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya 5
tahun sebagal ancaman hukuman maksimum, atau lebih.

Yang dimaksud dengan Keterangan dalam pasd 17 ayat(3) addah surat-surat pernyataan dan atau
surat-surat keterangan yang berfungs sebagal bukti bahwa syarat sebagal calon telah dipenuhi, dan
yang dikdluarkan/disah kan oleh penjabat/instans berwenang,

Keamanan dan ketertiban umum merupakan faktor yang penting ddam Pemilinan Umum oleh karena
itu perlu diperhatikan dan dipelinara oleh seluruh masyarakat.
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Meskipun G.30.5PKI tetap merupakan bahaya latent tetapi mengingat makin terkenddinya stabilitas
keamanan dan ketertiban, maka "kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah ddam membuat
penilaan terhadap mereka yang kehilangan hak pilihnya untuk pada suatu waktu dapat
dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dengan penditian secara cermat” sebagaimana dimaksud
dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 mengenal Pasal 2 ayat (1) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 tidak
14 terbatas hanya diantara Golongan C sga.

Kemudian dalam perubahan Undang-undang ini, apabila ada ketentuan atau perkataan dari
Undang-undang yang dinyatakan dihapus atau diganti atau ditambah, maka ketentuan atau perkataan
tersebut dalam Penjelasannya juga dihepus atau diganti atau ditambah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jeas

Pasd 11
Cukup Jdas

Pasdl 111
Cukup jeas.
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